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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasioanal adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan mewujudkan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pelasanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.
1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud pembangunan nasional?
2. Apa yang dimaksud dengan makna dan hakikat dalam pembangunan nasional?

3. Apa tujuandari pembangunan nasional ?

4. Apasajaasas - asas pembangunan nasional ?

5. Apa saja modal dasar dan faktor dominan pada pembangunan nasional?

6. Apa saja landasan dalam pembangunan nasional ?
7. Apa saja faktor – faktor pembangunan ekonomi ?

8. KasusPembangunan Nasional.
1.3 Tujuan
1. Dapat memahami maksud dari pembangunan nasional.

2. Dapat mengetahui makna serta hakikat didalam pembangunan nasional.

3. Dapat mengetahui tujuan – tujuan dari pembangunan nasional.
4. Dapat mengetahui asas – asas di dalam pembangunan nasional.

5. Dapat mengetahui modal dasar dan faktor dominan pembangunan nasional.

6. Dapat mengetahui landasan yang terdapat di dalam pembangunan nasional.

7. Dapat mengetahui faktor – faktor dari pembangunan ekonomi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pembangunan Nasional

Pembangunan nasioanaladalahupayauntukmeningkatkanseluruhaspekkehidupanmasyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligusmerupakan proses pembangunankeseluruhansistempenyelenggaraan negara untukmewujudkantujuannasional. Dalampengertianlain, pembangunanmewujudkannasionaldapatdiartikansebagairangkaianupayapembangunan yang berkesinambungannasionaldapatdiartikansebagairangkaianupayapembangunan yang untukmelaksanakantugasmewujudkantujuannasional.

Pelasanaanpembangunanmewujudkanaspekkehidupanbangsa, yaituaspekpolitik, ekonomi, sosialbudaya, dan pertahanankeamanansecaraberencana, menyeluruh, nasionaldalamrangkamewujudkankehidupan yang sejajar dan sederajatdenganbangsa lain yang lebihmaju. Oleh karenaitu, sesungguhnyapembangunannasionalmerupakanpencerminankehendakuntukterusmenerusmeningkatkankesejahteraankehidupanmasyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasiberdasarkan Pancasila.
BAB III
PEMBAHASAAN

3.1 Pengertian Pembangunan Nasional

Pembangunan nasionalmerupakanrangkaianupayapembangunan yang berkesinambungan dan meliputiseluruhkehidupanmasyarakat, bangsa, dan negara untukmelaksanakantugasmewujudkanTujuan Nasional. Pelaksanaanpembangunanmancakupaspekkehidupanbangsa, yaituaspekpolitik, ekonomi, sosialbudaya, dan pertahanankeamanansecaraberencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutanuntukmemacupeningkatankemampuannasionaldalamrangkamewujudkankehidupan yang sejajar dan sederajatdenganbangsa lain yang lebihmaju. 

Oleh karenaitu, sesungguhnyapembangunannasionalmerupakanpencerminankehendakuntukterusmenerusmeningkatkankesejahteraan dan kemakmuranrakyat Indonesia. Prioritasuntukmeningkatkanpembangunanekonomi dan membangunlandasanpembangunanberkelanjutandalamrangkamengurangipengangguran dan kemiskinandilakukanmelaluipembangunanbidangekonomi, sarana dan prasarana, sertasumberdayaalam dan lingkunganhidup. 

Sasaranumumpembangunanekonomiadalahmeningkatnyapertumbuhanekonomisecarabertahap, terciptanyalapangankerja yang memadaibagipenurunanpengangguran, sertaberkurangnyajumlahpenduduk miskin. Untukmewujudkansasarantersebutditempuhberbagai program pembangunanterpadu, salah satunyamengurangipengangguran dan kemiskinandenganmembangkitkansektorriil agar menciptakanlapangankerja, diimbangiupayapenguranganpenganggurandenganmemperbaikiiklimketenagakerjaan yang memberimanfaatbaikbagitenagakerjamaupunpengusaha.

Dengankebijakanini, kegiatanekonomiakanlebihterdoronguntukmemanfaatkansumberdayamanusia yang ada. Dalamjangkamenengah, produktivitastenagakerjaditingkatkan agar sumberdayamanusiamampumendorongdayasaingperekonomiannasional. Untukmembantupembangunanekonomiperluadanyapeningkatkanpenyediaansarana dan prasaranapenunjangpembangunanekonomimeliputipeningkatanprasaranatransportasi, kelistrikan, energi, telekomunikasi dan informasi. 

Dalamjangkapendekupayapenyediaansarana dan prasaranainiditekankan pada pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasaranaumum agar sarana dan prasarana yang sudahadamampumemberidukungan yang maksimalbagikegiatanekonomimasyarakat. 

Lapanganpekerjaanmerupakanwujudpemanfaatansumberdayamanusiauntukdikeloladalammendukungterwujudnyakesejahteraanrakyat yang berimbas pada pembangunanekonomi. Era persainganglobalisasiinidiperlukanpersaingandalammencarilapanganpekerjaan. Jumlahpengangguran di Indonesia sekaranginimasihsangatmelimpah. 

Banyak upaya yang dilakukanpemerintahuntukmembukalapanganpekerjaan salahsatunyapemberian dana untukmembangunindustrikecilmaupunmenengah. Banyak instansi yang membantupengadaan dana dalambentukpinjamankredituntukmemberikan modal awalbagipengusaha, misalnyasajakoperasi.
3.2 Hakikat Pembangunan Nasional

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut:
1. Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang.

2. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.

3. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula.

4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3.3 Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan Pembangunan nasional terterah dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinia 4. Bunyi Pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea 4, sebagai berikut:
“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Tujuan Pembangunan Nasional yang terterah dalam Pembukaan Undang-undang dasar alinea 4 adalah:
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2) Memajukan kesejahteraan umum,

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa,

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan berkeadilan sosial,

5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam melakukan pembangunan secara nasional ini, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan dilakukannya pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum seperti:

1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis

Sistem politik yang pernah berkembang di Indonesia sangat beragam. Sistem politik yang pernah berkembang ini memiliki tujuan untuk membangun sistem politik yang demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia.
Berjalannya sistem politik di Indonesia ini tidak hanya terjadi untuk tatanan pemerintahan saja, namun untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai peristiwa jatuh bangun pada berlakunya sistem politik di berbagai kalangan membuat Indonesia memiliki banyak pengalaman sehingga dapat melakukan perbaikan pada sistem politik yang digunakan.
Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang demokratis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila.Selain itu pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia juga didasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila agar dalam pelaksanaan pembangunan sistem politik tidak melupakan nilai-nilai Pancasila.
Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 
2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik
Mewujudkan sistem pemeritahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Dalam mewujdukan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan bangsa.
Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus dilakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil yang berlaku di masyarakat.Perlu adanya penguatan terhadap struktur pemerintahan kabupaten, kota, dan provins terhadap tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan. 
3. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Sektor
Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang begitu banyak, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh Karenaitu, pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang.
Seperti melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia timur seperti Papua.
4. Membangun Kesejahteraan Rakyat
Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat di Indonsia yang perlu diperhatikan salah satuya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. 

5. Mencerdaskan BangsaMencerdaskan kehidupan bangsa 
Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasaan pada tingkatan tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3.4 Asas – Asas Pembangunan Nasional

Asaspembangunannasionaladalahprinsippokok yang harusditerapkan dandipegangteguhdalamperencanaan dan pelaksanaanpembangunannasional.

Asas-asastersebutadalah:

1. AsasKeimanan dan KetakwaanterhadapTuhan Yang MahaEsa: bahwasegalausaha dan kegiatanpembangunannasionaldijiwai, digerakkan, dandikendalikan oleh keimanan dan ketakwaanterhadapTuhan Yang MahaEsasebagainilailuhur yang menjadilandasan spiritual, moral, dan etikdalamrangkapembangunannasionalsebagaipengamalan Pancasila.

2. AsasManfaat: bahwasegalausaha dan kegiatanpembangunannasionalmemberikanmanfaat yang sebesar-besarnyabagikemanusiaan, peningkatankesejahteraanrakyat, dan pengembanganpribadiwarga negara sertamengutamakankelestariannilai-nilailuhurbudayabangsa dan kelestarianfungsilingkunganhidupdalamrangkapembangunan yang berkesinambungandan berkelanjutan.

3. AsasDemokrasi Pancasila: bahwaupayamencapaitujuanpembangunannasional yang meliputiseluruhkehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, dilakukandengansemangatkekeluargaan yang bercirikankebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuanmelaluimusyawarahuntukmencapaimufakat.

4. Asas Adil dan Merata: bahwapembangunannasionaldiselenggarakansebagaiusahabersamaharusmerata di semualapisanmasyarakat dan di seluruhwilayah tanah air di mana setiapwarga negara berhakmemperolehkesempatanberperan dan menikmatihasil-hasilnyasecaraadilsesuaidengannilai-nilaikemanusiaan dan darmabaktinya yang diberikankepadabangsa dannegara.

5. AsasKeseimbangan, Keserasian, dan KeselarasandalamPerikehidupan: bahwadalampembangunannasionalharusadakeseimbanganantaraberbagaikepentingan, yaitukeseimbangan, keserasian dan keselarasanantarakepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu,masyarakat dan negara, pusat dan daerahsertaantardaerahmkepentinganperikehidupandarat, laut, udara, dan dirgantarasertakepentingannasional daninternasional.

6. Asas Hukum: bahwadalampenyelenggaraanpembangunannasionalsetiapwarga negara dan penyelenggara negara harustaat pada hukum yangberintikankeadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkanuntukmenegakkandan menjaminkepastianhukum.

7. AsasKemandirian: bahwapembangunannasionalberlandaskan pada kepercayaanakankemampuan dan kekuatansendiri, sertabersendikankepadakepribadianbangsa.

8. AsasKejuangan: bahwadalampenyelenggaraanpembangunannasional,penyelenggaraan negara dan masyarakatharusmemiliki mental, tekad, jiwa,dan semangatpengabdiansertaketaatan dan disiplin yang tinggidenganlebihmengutamakankepentinganbangsa dan negara di ataskepentinganpribadiataugolongan.

9. AsasIlmuPengetahuan dan Teknologi: bahwa agar pembangunannasionaldapatmemberikankesejahteraanrakyatlahirbatin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannyaperlumenerapkannilai-nilaiilmupengetahuan danteknologi, sertamendorongpemanfaatan, pengembangan, dan penguasaanilmupengetahuan dan teknologisecaraseksama dan bertanggungjawabdenganmempertahankannilai-nilai agama dan nilai-nilailuhurbudayabangsa.
3.5 Modal Dasar dan Faktor Dominan
Modal dasarpembangunannasionaladalahkeseluruhansumberkekuatannasional, baik yang efektifmaupunpotensial, yang dimiliki dan didayagunakanbangsa Indonesia dalampembangunannasional, yaitu:

a) Kemerdekaan dan kedaulatanbangsa dan negara Indonesia sebagaihasilperjuanganseluruhrakyat Indonesia.

b) Jiwa dan semangatpersatuan dan kesatuanbangsa.
c) Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada posisisilangantaraduabenua dan duasamuderadengankondisialamiahnyayang memilikiberbagaikeunggulankomparatif.
d) Kekayaanalam yang beranekaragam dan terdapat di darat, laut, udara,dan dirgantara yang dapatdidayagunakansecarabertanggungjawab demikemakmuranrakyat.
e) Penduduk yang besarjumlahnyasebagaisumberdayamanusia yangpotensial dan produktifbagipembangunannasional.
f) Rohaniah dan mental, yaitukeimanan dan ketaqwaanterhadapTuhanYang MahaEsamerupakantenagapenggerak yang takternilaiharganyabagipengisianaspirasibangsa. Juga kepercayaan dan keyakinanbangsaataskebenaranfalsafah Pancasila sebagaisatu-satunyaasasdalamkehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan modalsikap mental yang dapatmembawabangsamenujucita-citanya.
g) Budayabangsa Indonesia yang dinamis yang telahberkembangsepanjangsejarahbangsa yang mencirikankebhinekaan dan keekaanbangsa.
h) Potensi dan kekuatanefektifbangsamyaknisegalasesuatu yang bersifatpotensial dan produktif yang telahmenjadimilikbangsa, dan yang tumbuhdarirakyattermasukkekuatansosialpolitikantara lain partaipolitik dangolongankarya.
i) Angkatan BersenjataRepublik Indonesia sebagikekuatanpertahanankeamanan dan kekuatansosialpolitik yang tumbuhdarirakyat danbersamarakyatmenegakkansertamengisikemerdekaanbangsa dannegara.

Faktordominanadalahsegalasesuatu yang harusdiperhatikandalampenyelenggaraanpembangunan agar memperlancarpencapaiansasaranpembangunannasional, meliputi:

· Kependudukan dan sosialbudaya, termasukpergeserannilai danperkembanganaspirasirakyat yang dinamis.

· Wilayah yang bersirikankepulauan dan kelautandenganlingkungan danalamtropiknya.
· Sumberdayaalam yang beranekaragam dan tidakmeratapenyebarannya,termasuk flora dan fauna.
· Kualitasmanusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannyaterhadapilmupengetahuan dan teknologi.
· Disiplinnasional yang merupakanperwujudankepatuhan dan ketaatankepadahukum dan norma-norma yang berlakudalammasyarakat.
· Manajemennasionalsebagaimekanismepenyelenggaraan negara danpemerintahan.

· Perkembangan regional dan global sertatatananinternasional yang selaluberubahsecaradinamis.
· Kemungkinanpengembangan.
3.6 Landasan Pembangunan Nasional

Menurut TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tiga landasan yaitu

Pertama, Landasan Idiil : Pancasila Seperti yang kita ketahui Pancasila memuat lima sila, yang didalamnya terkandung semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.  

Kedua, Landasan Konstitusional: UUD 1945, UUD 1945 adalah Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dengan demikian UUD 1945 dapat menjadi landasan konstitusi atau penegakan hukum.

Ketiga, Landasan Operasional : GBHN, maksudnya GBHN memiliki peranan penting sebagai pondasi untuk politik luar negeri. Dengan demikian  semua kebijakan politik dalam negeri berkaitan dengan aturan serta lembaga terkait diterangkan secara jelas dan lengkap dalam GBHN.

3.7 Faktor – Faktor Pembangunan Ekonomi

1. Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya alam merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi, tanpa adanya sumber daya alam mustahil akan terjadi pembangunan. Perlu kita ketahui bersama bahwasannyan sumber daya alam dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam dalam perekonomian berperan sebagai bahan dasar untuk setiap produksi yang dilaksanakan, sumber daya alam menjadi salah satu pemasok bahannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya keberadaan sumber daya alam menjadi sangat penting karena tanpa adanya sumber daya alam maka suatu negara akan kebingungan dan mencari bahan ke luar negeri dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itulah dengan tersedianya sumber daya lam yang memadai maka mereka akan menghemat pengeluaran dan membuat produksinya optimal sehingga pembangunan ekonomi akan terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Bukan hanya sumber daya alam yang penting, namun ada satu aspek pendamping yang tak kalah pentingnya yakni sumber daya manusia. manusialah yang menjadi pengelola sumber daya alam yang awalnya mentah menjadi setengah jadi maupun barang jadi. Bukan hanya itu tenaga manusia diperlukan untuk melaksnakan segala kegiatan yang menunjang pembangunan perekonomian. Tentu tidak semua manusia yang bisa dijadikan sebagai agen pembangunan, namun memerlukan manusia-manusia yang memiliki kompeten dan keseriusan dalam melaksnakan kegiatan dan tugasnya. Mengapa butuh manusia yang berkopenten dan berpotensi, karena jika tenaga manusianya tidak memiliki kompeten maka mereka akan kesulitan dalam mengelola sumber daya yang ada dan hal ini malah akan membuat kerugian bagi suatu negara.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Ilmu pengetahun dan teknologi menjadi sebuah pelengkap bagi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan efektif dan efisisien. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua unsur yang berbeda namun bergabung menjadi satu membentuk satu kesatuan yang penting bagi sebuah pembangunan ekonomi. Ilmu pengetahuan perlu dimiliki dan dikuasai oleh manusia sesuai dengan bidangnya, karena di dalam ilmu pengetahuan terdapat berbagai cara dan taktik dalam mengelola sumber daya alam yang ada agar lebih efektif dan efisien. Selain itu ilmu pengetahuan juga menjadi petunjuk dalam segala tindakannya. Kemudia teknologi juga menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan dalam proses pengolahan sumber daya alam.Pada dasarnya keberadaaan teknologi membantu kerja manusia agar lebih mudah dan ringan, teknologipun mampu mempercepat suatu proses pengolahan sumber daya alam dan hal ini akan mampu menghasilkan sebuah keuntungan lebih besar dan cepat daripada tanpa menggunakan teknologi. Mudahnya kita bayangkan ketika masa perekonomian tradisional kebanyakan manusia menggunakan tangan dan itu memerlukan waktu yang lama, begitu juga yang terjadi pada petani dulu menggunakan sapi untuk membajak sawah, namun sekarang lebih praktis dengan adanya traktor, begitu juga proses produksi dalam suatu perusahaan sudah menggunakan mesin-mesin canggih hasil karya perkembangan teknologi.
4. Sosial Budaya
Perlu anda ketahui bahwasannya sosial budaya menjadi salah satu aspek penting dalam prospek pembangunan ekonomi, sosial budaya ini bisa menjadi penghambat maupun pendorong kemajuan perekonomian suatu negara. Hal ini bisa terjadi karena budaya menjadi salah satu aspek penting dalam diri masyarakat budaya baik dan rajin akan memberikan sumbangsih pada perekonomian begitu juga dengan budaya yang negatif maka akan menghambat kemajuan perekonomian. Aspek sosial pun akan memberikan sumbangsih lebih dalam perjalanan perekonomian karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan kerjasama yang baik pula, kerjasama tidak akan terbentuk jika masing-masing iondividu tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya memang sosial budaya juga menjadi aspek penting dan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

5. Keadaan Politik
Politik merupakan salah satu aspek yang mempu mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perekonomian. Politik bisa menjadi teman dan kawana bagi perekonomian. Politik bisa mempengaruhi kebijkan yang akan diterapkan dalam pasar. Ketika keadaan politik dalam suatu negara menunjukkan kestabilan dan keharmonisan maka laju pertumbuhan ekonomi akan membaik dan pembangunan di dalamnaya akan  terus digiatkan. Berbeda ketika pada saat itu kondisi atau keadaan politik di suatu negara tak menentu smeua pihak berlomba-lomba menjadi yang terbaik, hal ini akan mempengaruhi laju perekonomian dan tentunya bisa berujung pada tersendatnya pembangunan ekonomi suatu negara. Pada dasarnya  kondisi politik yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua pihak yang bergelut di dalam perekonomian untuk melakukan sebuah pembaruan dalam sebuah perekonomian sehingga akan berdampak baik pada pembangunan ekonomi yang terjadi.

6. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi baik buruknya pembangunan ekonomi. Sebelum terlalu jauh membahas ini, mari kita kemabli mengulas bahwa sistem pemerintahan akan membentuk sistem ekonomi pula di negara tersebut. Sistem perekonomian akan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang ada. Misalkan jika sistem pemerintahan menggunakan sistem lieral maka secara otomatis sistem perekonomiannya menggunakan sistem liberal dimana semua bebas dalam melakukan kegiatan dan aktivitas perekonomiannya. Begitu juga di negara Indonesia yang sistem pemerintahannya demokrasi maka sistem perekonomiannya mengikutinya dengan memberikan kebebasan namun dengan pengawasan dari pemerintahan agar menjadi stabil dan terkendali. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya sistem pemerintahan juga akan mempengaruhi pembangunan ekonomi yang ada. Semakin baik sistem pemerintahannya maka pembangunan ekonomipun akan berjalan dengan lancar.

7. Sarana Prasarana
Dalam semua bidang pasti kehadiran sarana prasarana menjadi penting karena dengan kelengkapannya bisa memberikan kemudahan bagi semua pihak yang bersangkutan dalam perekonomian. Sarana prasarana harus dilengkapi dan disediakan supaya dalam upaya pembangunan ekonomi optimal. Ketika sarana prasarana tidak mendukung upaya untuk melakukan pembangunan ekonomi maka laju pertumbuhan ekonomi, dengan begitu laju perokonomian akan tersendat dan negarapun akan mendapatkan sebuah permasalahan yang komplek. Dengan begitu terlihat jelas kelengkapan sarana prasarana dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi suatu negara, selain itu keberadaan sarana prasarana akan mempercepat terjadinya sebuah pembangunan ekonomi.
3.8KasusPembangunan Nasional
Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat
Jakarta -

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menyuguhkan berbagai pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, Terminal LPG, SPAM, bendungan dan irigasi, peningkatan jangkauan broadband, techno park, Kawasan Ekonomi Khusus, smalter, dan pembangkit listrik.

Banyaknya proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah tentulah memerlukan banyak lahan ,dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Dalam terminologi ekonomi lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan pembangunan haruslah bersifat normatif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, sangatlah penting untuk memahami hakikat pembangunan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen partisipation is citizen power. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.

Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah dijamin konstitusi tersebut dieleminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup di dalammasyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi.

Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2017 konflik agraria tercatat 659 kejadian, dengan luas lahan 520.491,87 hektar, dan melibatkan sebanyak 652. 738 kepala keluarga (KK). Jumlah korban dan bentuk kekerasan dalam konflik agraria tercatat 369 orang dikriminalisasi (351 laki-laki + 18 perempuan), 224 orang dianiaya (170 laki-laki + 54 perempuan), dan 6 orang tertembak dan 13 tewas (seluruh korban laki-laki). Jumlah pelaku kekerasan dalam konflik agraria meliputi 11 TNI, 21 polisi, dan 15 preman. Konflik agraria yang terjadi sepanjang 2017 meliputi warga vs swasta 289 kasus, warga vs pemerintah 140 kasus, warga vs BUMN 55 kasus, warga vs aparat 28 kasus.

Praktik pembangunan yang demikian sangatlah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang mengandung makna kerakyatan, artinya pembangunan nasional itu adalah pembangunan berbasis negara dan rakyat (state based devolepment). Model pengambilan keputusan dalam pembangunan seharusnya participatory democracy, bukan elite democracy.

Partisipasi adalah Hak

Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.

Sesunggguhnya, penyangkalan terhadap keterlibatan peran serta masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh pemerintah. Sebab, setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Di level peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal pembukaan lahan (land clearing) menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan." Meskipun UU Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 ini bersifat fluktuatif, tapi masih tetap mengatur dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.

Begitu pula terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak bagi lingkungan, wajib memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL yang juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara spesifik, bentuk keterlibatan masyarakat itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 meliputi; (a) pemberian informasi yang transparan dan lengkap, (b) kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan (d) koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support).

Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (right be to consulted) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah.

Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya (fisik).
BAB IV
PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang kitabisadapatkandaripembahasandiatasadalahbahwapentingnya Pembangunan Nasional mewujudkankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa, sertaikutmelaksanakanketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilansosial.
Dalampelaksanaanpembangunaniniturutmelibatkansegalaaspekkehidupanbangsa, sepertiaspekpolitik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanankeamanansecaraberencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannyauntukmemacupeningkatankemampuannasionaldalamrangkauntukmewujudkankehidupan yang sejajar dan sederajatdenganbangsa lain yang lebihmaju.
4.2 Saran

Berdasarkankesimpulandiataspenulismemberikanbeberapa saran dalam

mengatasimaslah yang dihadapidalam proses pembangunan, antara lain :

1. MembangunSistemPolitik yang Demokratis, Sistempolitik yang pernahberkembang di Indonesia sangatberagam. Sistempolitik yang pernahberkembanginimemilikitujuanuntukmembangunsistempolitik yang demokratis di dalamkehidupanberbangsa dan bertanah air Indonesia.
2.MewujudkanSistemPemerintahan yang Baik, Mewujudkansistempemeritahan yang baikmerupakan salah satutujuanumumdalampembangunannasional. Dalammewujdukansistempemerintahan yang baik, diperlukantubuh-tubuh yang kuatakanjiwapemerintahandapatmenjadisehatuntukmenjalankantugas dan fungsinya demi memajukanbangsa.
3. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di BerbagaiSektor, Indonesia dengansumberdayaalam dan sumberdayamanusianya yang begitubanyak, namunbelumtentumenjaminkesejahteraanmasyarakat di Indonesia. 

Oleh Karen aitu, pemerintah Indonesia semakingencarmelakukanpembangunan di berbagaisektorgunamemenuhikebutuhanmasyarakat Indonesia dan meningkatkandayasaingbangsadalamberbagaiaspek dan bidang. 
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